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Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh seorang notaris
dengan melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh UUJIN dalam Pasal 3 dan Pasal 17. Pelanggaran
pelaksanaan jabatan ini diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Papua tetapi tidak ditindak lanjuti
dengan tegas. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan
ketentuan larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang; mengenal optimalisas pelaksanaan tugas
Majelis Pengawas Daerah; dan kekuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang melakukan rangkap
jabatan. Metode penelitian berupa yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung
dengan wawancara dengan informan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam prakteknya
masih dilanggar oleh notaris dan menimbulkan terjadinya benturan kepentingan antara jabatan notaris
dengan jabatan yang dirangkapnya; Optimalisasi kinerja pengawasan dan pembinaan dari Majelis Pengawas
Daerah masih kurang karena alasan administratif mutasi jabatan, dan akta autentik yang dibuat oleh notaris
yang melakukan rangkap jabatan aktanya terdegradasi. Temuan penelitian bahwa diperlukan mekanisme
yang tepat dalam pemilihan organ Majelis Pengawas Notaris dan diperlukan landasan penegakkan hukum
yang kokoh dalam pengawasan sehingga kinerja MPD dalam pengawasan lebih baik lagi dan penuh
tanggung jawab; MPD perlu meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap notaris dan
bagi notaris hendak memiliki kesadaran penuh bahwa jabatan notaris adalah jabatan yang mulia sehingga
Notaris harus menjaankan tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab.

...... This study discusses about the contravention of a notary who does multiple positions prohibited by
UUJN in Article 3 and Article 17 and Ethical Code of Notary. This Violation known by the MPD but they
don’'t followedup the case. The main concern of the study is to discuss about the implementation of the
prohibition of multiple positionsin UUJN; the optimalization of Majelis Pengawas Daerah and and the
power of authentic deeds made by a Notary who holds multiple positions. The study uses a normative
juridical method, secondary data and supported by interviews with informants. The study also uses a
qualitative analysis. The result shows that in practical, there is still contravention by anotary and causing a
conflict of interest between the notary position and other positions he occupies. Optimalization of
supervision and development from MPD is still minimum hence administrative reasons, and authentic deeds
made by notaries who carry out concurrent positions are degraded. This study founds that a precise
mechanism is needed in choosing the MPN component/members, thus a strong foundation of law
enforcement in supervising the MPD performance is needed. MPD needs to improve their supervising
perfomance and routine investigation of notary, while a notary needsto fully alert that he must carry his
duty with full responsibility.
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